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KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Mengingat :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraluran Kepala
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Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun
2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan
Penanaman Modal telah dilaksanakan pelimpahan
wewenang pemberian pendaftaran dan izin prinsip
penanaman modal kepada Dewan Kawasan Sabang
scbagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran
dan Izin Prinsip Penanaman Modal Kepada Dewan
Kawasan Sabang;

bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman dan tata
cara permochonan penanaman modal, telah diundangkan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang
sekaligus mencabut Peraturan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan hurul b, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Prinsip Penanaman
Modal kepada Dewan Kawasan Sabang;

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bcbas dan
Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi  Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4054);

2. Undang-Undang. ..
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor €2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4633);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Dacrah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan
Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3173);

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan
Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
210);

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal,

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha vang
Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/
M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin
Usaha di Bidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang

Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

11. Peraturan. ..
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Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2009
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di
Bidang Transportasi Dalam Rangka  Pelaksanaan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Perumahan Rakyvat Nomor 06/
PERMEN/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Izin Usaha di Bidang Perumahan Dalam Rangka
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/
PER/10/2009 tentang  Pendelegasian Kewenangan
Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha
Kawasan Industri, dan Izin Perluasan Kawasan Industri
Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanamsan Modal
sebagaimana (elah diubah dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244 /Menkes/
Per/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian
Izin Usaha di Bidang Kesehatan Dalam Rangka
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal;

. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-11/2010

tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di
Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor O01/M-DAG/
PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian
Perizinan Penanaman Modal di Bidang Perdagangan
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun
201 1;

12, Peraturan ...



Menetapkan :
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19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi
dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;

20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor & Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di Bidang Penanaman Moedal;

21, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota,

22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

23. Peraturzn Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar
Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Meodal Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal,

25. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor Pol. : Skep/638/XIl/2009 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa
Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL KEPADA DEWAN
KAWASAN SABANG.

Pasal 1
Dalam Peraturan ini vang dimaksud dengan:

1. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya
disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang bertanggung jawab di bidang
penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala
yvang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden.

2. Kawasan. ..
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Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang, vang seclanjutnya disebut Kawasan Sabang,
adalah Kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh,
Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau
Rondo), dan scbagian Kabupaten Acch Besar (Pulau
Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom) serta pulau-pulau
kecil di sekitarnya yang terletak dalam Dbatas-batas
koordinat sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuiian Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

Dewan Kawasan Sabang, yang selanjutnya disingkat DKS,
adalah Dewan Kawasan Perdagangan DBebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang.

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Sabang, yang selanjutnya disebut
BPKS, adalah Badan Pengelola dan Pengembangan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Sabang.

Pecnanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan
menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri
maupun penanam modal asing, untuk melalktukan usaha
di wilavah negara Republik Indonesia.

Izin Prinsip Penanaman Modal, yang sclanjutnya disebut
sebagai lzin Prinsip, adalah izin dari Pemerintah,
Pemerintah  Daerah  Provinsi, Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka
memulal usaha.

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang
selanjutnya discbut Izin Prinsip Perluasan, adalah lzin
Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai
kegiatan dalam rangka perluasan usaha.

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang
selanjumnya discbut Izin Prinsip Perubahan, adalah Izin
Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka
legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman
Modal vang telah ditetapkan scbelumnya.

9, Izin...
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9, lzin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman
Modal, vang selanjutnya disebut Izin Prinsip
Penggabungan Perusahaan, adalah Izin Prinsip yang wajib
dimiliki perusahaan  hasil penggabungan, untuk
melaksanakan  bidang usaha  perusahaan  hasil
penggabungarn.

10. Sistemn Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
secara Elektronik, vang selanjutnya disingkat SPIPISE,
adalah sistem elektronik pelayanan Perizinan dan
Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bcecbas dan
Pelabuhan Bebas, Administrator Kawasan Ekonomi
Khusus, Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman
Modal, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang
Penanaman Modal dan Instansi Penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal.

Pasal 2

BKPM melimpahkan wewenang penerbitan Izin Prinsip, Izin
Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip
Penggabungan Perusahaan, pembatalan dan pencabutannya di
Kawasan Sabang kepada DES.

Pasal 3

(1) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. bidang usaha yang di dalamnya terdapat modal asing;

b. bidang usaha yang masih menjadi kewenangan
Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan-
undangan mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daecrah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1):
a. di bidang Perindustrian tidak mencakup izin prinsip
penanaman modal beserta perubahannya untuk jenis
industri sebagai berikut :

1. industri. ..
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industri minuman beralkohol;
industri kertas berharga;
industri senjata dan amunisi;

industri yang mengolah dan menghasilkan Bahan
Beracun dan Berbahaya (B3) dan industn
teknologi tinggl yang strategis;

industri yang merupakan prioritas tinggi pada
skala nasional secsuai dengan Peraturan Menterl
Perindustrian tentang industri prioritas tinggi;

di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tidak
mencakup izin prinsip penanaman modal Hulu
Minyak dan Gas Bumi karena merupakan
kewenangan Kementerian Teknis terkait.

Pasal 4

Kewenangan vang dilimpahkan kepada DKS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan Peraturan
ini dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu BPKS.

Dalam

Pasal 5

rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, BPKS:

a. melaporkan penyelenggaraan Pelavanan Terpadu 3atu
Pintu di bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM

setiap tahun paling lambat bulan Februari tahun

berikutnya;

b. harus memperhatikan:

1. Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha
vang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal;

2. Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BKPM, antara

lain:

a) Peraturan Kepzla Badan Koordinasi Penanaman

Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem
Pelayvanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik dan perubahannya;

b) Peraturan. .
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b) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor & Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
dan perubahannya;

c) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal
Provinsi dan Kabupaten /Kota;

d) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal dan perubahannya;

e] Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

[) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan
Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman
Modal dan perubahannya;

3. Peraturan dan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
dan peraturan perundang-undangan daerah yang
terkait.

c. apabila diperlukan, BPKS dapat berkonsultasi kepada
BKPM dan instansi teknis lainnya.

Pasal 6

Perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan
Sabang dan evaluasinya dilaporkan kepada Kepala BKFM
melalui  Kepala Pusat Pengolahan Data dan Informas:
Penanaman Modal BKPM sctiap akhir tahun kalender, sudah
disampaikan pada tanggal 15 (lima belas) Januari tahun
berikutnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan ini, Kepala BKPM dapat mencmpatkan
pejabat perbantuan di BPKS.

Pasal 8 . ..



Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pelimpahan Wewenang Pemberian Pendaftaran dan Izin
Prinsip Penanaman Modal kepada Dewan Kawasan Sabang
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam

Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2013

KEPALA BADAN KOORDINAS] PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,
ted.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 944
sesual dengan aslinya
Sekretariat Utarna BKPM

Kepala Biro Pez
Hubungan ¥




